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Menimbang

Mengingat

NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 124 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan

Kementerian Luar Negeri;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2018 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
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Menetapkan

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai
Lainnya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada satuan organisasi di Kementerian Luar
Negeri.

Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun
jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang
digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan
kinerja.

Capaian Kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu.
Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan capaian yang

dilakukan oleh setiap Pegawai dan sejalan dengan
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11.
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capaian kinerja organisasi yang dibuat selama periode
tertentu dan digunakan sebagai salah satu dasar
pemberian Tunjangan Kinerja.

Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti
pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan
baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu
tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh
lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas
Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan
kedinasan.

Alasan yang sah adalah alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, yang disampaikan secara
tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan
izin/pemberitahuan, serta disetujui oleh pejabat yang
berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ini.

Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama
di Kementerian Luar Negeri.

Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan
konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili
dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan
Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di
negara penerima atau pada Organisasi Internasional.
Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri.

Wakil Menteri adalah wakil menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar

negeri.
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BAB II
PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1) Setiap Pegawai berhak menerima tunjangan Kkinerja
setiap bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebagai penghasilan selain penghasilan yang
diberikan setiap bulan.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan :

a. penilaian reformasi birokrasi;
b. capaian kinerja organisasi; dan

c. capaian kinerja individu.

Pasal 3
Tunjangan kinerja selain diberikan kepada Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), juga diberikan

kepada Menteri dan Wakil Menteri.

Pasal 4
Pegawai yang diberikan tunjangan kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
a. Pegawai yang memangku jabatan tertentu;
b. Pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas; dan

C. calon PNS.

Pasal 5
Pegawai yang memangku jabatan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Pegawai pada

Kementerian dan Perwakilan.
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Pasal 6
Pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Pegawai yang
ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan

Kementerian jika pejabat definitifnya berhalangan tetap.

Pasal 7
Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
mendapatkan tunjangan kinerja  terhitung  setelah
mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai Calon

PNS.

Pasal 8

Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada:

a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;

c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan
sebagai PNS;

d. Pegawai yang ditugaskan pada badan/instansi lain di
luar lingkungan Kementerian atau organisasi
internasional;

e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan
pensiun; dan/atau

f. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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